BABI

PENDAIIVLUAN

Indonesia adalah negura hukum yang berdasarkan atas hukum dan bukan
berdasarkan alas kckuasuan, dunana realisasinya dari negara hukum tersebut
menghariaskan segala perbuatan hukum harus berdasarkan kepada hukum melalui
pemeriksaan sidang peapgadilan

Drdalam memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang
dilakukan olek sesevrung, hal nn semata-mata dibawah kekuasaan kehukiman, artinya
hanya jajaran depanemen imlah yang diberi wesvenang untuk memertksa dan
mengadili sctiap perkury vang datang untuk diadili, sebagaimana tercantum dalam
pasal | undang-undang no 14 (ahun 1970 {undang-undang pokok kekuasaan
kehakiman)dimana dikatakan
“kekuasaan kehakunan adalah &ckuasaan negara-negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna inenegakkan peradilan berdasarkan Pancasila der
tersclenggaranya neeara fHukum Repubtik Indonesia ™

Bag: hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang pentmg baginya
adalah takia dan peristiwa, ofch karena 1tutah dalam penyelesatan atau mengakhin
suatu perkara bakuun disvanbkan untuk memahanu baginmana duduk perseaian dan

perkara yang dihadapinya, schingga dengan memahami apa yang dipesoalkan dalam
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perkaranya, akan lebih mudah baginya untuk menatsirkan surat dakwaan, dan sejalan
dengan 1tu juga akan dapat menemukan dasar putusannya untuk menyelesaikan
pemeriksasn perkara tersebut

Dalam hukum acara pidana sebagal putusan yang dapat dijatuhkan ats suatu
perkara perkua dikenal beberapa macam atau jenmisnya -ya adaiah putusan
bebas, putusan lepas dani tuntuan hukum dan putusan peinidanaan, jadi sehubungan
dengan penulisan skeips) 1 penulis hanya membahas bentuk putusan bebas sebagai
pembebasan ierdakwa dan segala dakwaan

Maka berutk tolak dart penjelasan tersebut dintas secara paris besamya
babwa datain menjatuhkan putusan bebas ini terdapat beberapa fakior penting yang
sctafu menjadi perhatian pur hakim, seperti misalnya kcautentikan surat dakowaan
maupun kekuatan dan muimun pembuknan yang dilakukan, karcna dengan
terjadmya kekuranpan-kekurangsm ditlam dua (aktor i chjadikan scbagat dasar untuk
menjatuhkan putusan bebas dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili.

Scialan denpan itulah dalam pencrapan putesan bebas i hakim sudah
selayaknva mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya bakikat putusan bebas ini,
Karena pika dilihar dan kepentingan putusan bebas ini jelas selain untuk kepentingan
pencrapan hukum sccara adil dan mi untuk kepentingan penerapan hokum seeara adil
dan tepat juga adalah menyangkut keoentingan hak-hak a2as1 manusia, jadi alas dasar
ttulah penubis merasa testarik untuk mengangkat topik in1 kedalam suatu judul skripsi

yattu .
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